BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan
Hukum Pidana Islam pada Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Tindak
Pidana KDRT di Kecamatan Sinunukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Penerapan Sanksi

Mekanisme penyelesaian kasus KDRT di Kecamatan Sinunukan
dilakukan melalui mediasi kekeluargaan yang difasilitasi oleh aparatur desa
dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga para pihak,
dengan mengedepankan prinsip perdamaian dan pemulihan hubungan sosial.
Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari permintaan maaf secara terbuka,
nasihat dan teguran, denda, hingga pemotongan kambing sebagai simbol
pemulihan hubungan. Namun, karena hukuman-hukuman ini umumnya ringan,
tidak berfungsi sebagai pencegah, dan para pelaku kejahatan sering kali
mengulangi kejahatan yang sama, efektivitasnya masih rendah.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku KDRT
termasuk dalam kategori Z7a'zir karena jenis dan kadarnya diserahkan kepada
kebijakan pemimpin atau hakim. Sanksi sesuai dengan prinsip fa'zir yang
bersifat mendidik (tadib), memberi efek jera (zawajir), dan menjaga
kemaslahatan umum, serta sejalan dengan konsep Sulh (perdamaian). Namun
penerapannya belum optimal karena sanksi tidak cukup tegas dan tidak terikat

aturan baku, sehingga pelaku tidak jera dan korban masih mengalami trauma.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1.

Bagi Masyarakat dan Lembaga Adat

Hendaknya sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku KDRT lebih
dipertegas dan ditingkatkan kadarnya agar memberikan efek jera yang
nyata, sehingga tidak terjadi pengulangan tindak pidana.

Pemerintah Desa bersama lembaga adat perlu merumuskan aturan
tertulis yang secara spesifik mengatur tentang sanksi adat bagi pelaku
KDRT, sehingga terdapat kepastian hukum dan pedoman yang jelas di
tingkatkan lokal.

Masyarakat didorong untuk tidak segan melaporkan kasus KDRT
melalui jalur formal (kepolisian) jika penyelesaian adat tidak membawa

perubahan keadilan.

Bagi Aparat Penegak Hukum

Kepolisian dan pihak pengadilan diharapkan dapat memberikan
pendampingan hukum kepada korban jika jalur adat dirasa tidak efektif,
serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak
korban berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang
PDKRT.

Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk penelitian
lebih lanjut yang mengkaji secara mendalam tentang standarisasi sanksi
ta’zir yang ideal dalam konteks hukum adat serta mengukur tingkat
efektivitas jangka panjang dari sanksi adat terhadap perilaku pelaku
KDRT.

Penelitian selanjutnya juga dampat memperluas fokus penelitian untuk
melihat perbandingan praktik sanksi adat di Kecamatan atau daerah lain

di Sumtera Utara.
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LAMPIRAN WAWANVARA PENELITIAN

Wawancara Dengan Tokoh Adat dan Pemerintah Desa

I.

Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus KDRT secara adat di
Kecamatan Sinunukan?

Siapa saja pihak yang terlibat dalam musyawarah adat penyelesaian kasus
KDRT?

Apa saja bentuk sanksi adat yang biasa dijatuhkan kepada pelaku KDRT?

. Bagaimana proses penetapan sanksi adat bagi pelaku KDRT?

Apakah ada aturan tertulis (resam) yang mengatur tentang sanksi adat
KDRT di desa ini?

Bagaimana efektivitas sanksi adat dalam memberikan efek jera kepada
pelaku KDRT?

Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi adat terhadap
kasus KDRT?

Bagaimana hubungan antara penyelesaian adat dengan hukum positif (UU
PKDRT) dalam menangani kasus KDRT?

Wawancara Dengan Tokoh Agama

1.

Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang kasus KDRT yang terjadi di
masyarakat Sinunukan?

Apakah penyelesaian kasus KDRT melalui jalur adat sesuai dengan
ajaran agama Islam?

. Bagaimana tinjauan agama terhadap sanksi adat yang diberikan kepada

pelaku KDRT?

Apa nasihat yang biasa diberikan kepada pelaku dan korban KDRT dalam
musyawarah adat?

Menurut Bapak/Ibu, apakah sanksi adat yang diberikan sudah cukup
memberikan keadilan bagi korban?

Wawancara Dengan Masyarakat (Korban/Keluarga Korban)

.

Apa bentuk kekerasan yang Bapak/Ibu alami/saksikan?

Apa yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan yang Bapak/Ibu alami?
Sudah berapa kali Bapak/Ibu mengalami kekerasan ini?

Mengapa memilih menyelesaikan kasus melalui jalur adat daripada
melapor ke kepolisian?

Bagaimana proses musyawarah adat yang dilalui?
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6. Apa sanksi adat yang diberikan kepada pelaku?

7. Apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan penyelesaian adat yang
dilakukan?

8. Apakah pelaku mengulangi perbuatannya setelah dikenai sanksi adat?
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Pasal 1

. Setlap persehaihan dan dupaan haharakan dalam rurmah langaa yang fojach di Desn
Sinunukan il diutamaban terdehih dahilu disalenalkan malalul madiasl dan
muayanarah lingkal desa.

Medias| sehagaimana dimaksud parla ayal (1) dilakaanakan dengan mengtazhikan
pihak terhail, lohah adal, lokeh masyarahal, lokah agama, soria plhak lain yang
dianggap parlu,

. Medias! dipandu elah Kepala Desa Sinunukan Il alau pihak yang ditusjuk olsh
Pemennjah Desa,

. Oalam hal kerltan menolak perdamalan atau perkara termasult lindak pirlana heral,
maka karhan letap menllki halt unluk menempuh jalur hukum sexual kelentuan
peraturan perundang undangan.

Pasal 2

Hasil pardamsian diluangkan ‘dalam_Surat Perjanjian Perdamalan yotig
ditandatangani elah para pihak dan sakal aalial.
Surat Perjanjian Perdamalan dihuat alas dasar kesepakatan hersama lanpa
adanya paksaan dari pihak manapon.

. Surat Perjanjian Perdamalan menjadl pedeman dan wajib dipatuhi olsh kedua
belah pitiak.

Pasel 3

. Dalem rangka memberikan efek Jeta dan pemullhan sosial, para pihak dapat
dikenakan sankal adat atau sankal soaial berdasarkan hasil musyawarah
bersama.

. Bentuk sankal sebagaimana dimakeud pada ayat (1) dapat berupa:

a. ganti kerugian kepada korban sesual keeapakatan bersama;
b. kewajiban meminta maaf secara terbuka;
c. kontribusl sosial untuk lingkungan masyarakat.

. Kontribual sosial untuk lingkungan sebagaimana dimakend pada ayat (2) huruf ¢
dapat berupa pemberian material penibangunan atau bentuk lain yang dieepakati
bersama.

. Besaran dan bentuk sankal wajib memperhatikan rasa keadilan, kemampuan
pihak yang dikenakan sonkel, serta tidak bertentangan dengan peraturan
perundang undangan.

Pasul 4

. Apabila salah satu plhak melanggar isl Surat Perjanjian Perdamaian, maka
perkara dapat dilanjulkan melalul proses hukum sesual ketentuan yang beriaku.

. Pemerintah Desa dapat memberikan rakomendaal dan pendampingan
administratif kepada pihak yang ingin menempuh jalur llligasl.
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